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Pelaku usaha yang ingin memulai
usaha di Provinsi DKI Jakarta tentunya
paling dibutuhkan oleh pelaku usaha
sebagai izin awal untuk memulai usaha
adalah Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), sehingga dituntut proses penerbitan
SIUP dan TDP yang memberikan berbagai
kemudahan untuk mempercepat mulainya
aktivitas usaha tersebut.

Dalam rangka menjawab tuntutan
penerbitan izin usaha yang cepat dan
mudah, maka pada masa kepemimpinan
Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Joko
Widodo, dibentuk Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
(sekarang bernama Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta) yang merupakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan perizinan dan non
perizinan dimana proses pengelolaannya
mulai dari tahap permohonan sampai
ke tahap terbitnya dokumen dilakukan
secara terpadu dengan sistem satu pintu di
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal
dan PTSPProvinsi DKI Jakarta diharapkan
dapat mempermudah dan mempercepat
pengurusan  izin-izin  usaha,  serta
memenuhi amanat Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, yang menghendaki terwujudnya
pelayanan publik yang cepat, murah,
mudah, transparan, pasti dan terjangkau.

Dalam rangka mengukur tingkat
kemudahan memperoleh izin usaha

tersebut, sejak tahun 2002 Bank Dunia telah
melaksanakan penilaian tingkat kemudaha

berusaha negara-negara di dunia melalui
survei Kemudahan Berusaha (Fase of
,,,,,,,,,,,

indikator penilaian yang cukup penting
adalah indikator Memulai Usaha (Starting
Business), yaitu proses kegiatan pengurusan
berbagai perizinan dari awal sampai akhir
yang perlu dilakukan untuk memulai
kegiatan usaha kecil dan menengah.,
Penilaian dilihat dari kesederhanaan
prosedur untuk memulai kegiatan usaha,
kecepatan waktu penyelesaian setiap
prosedur, serta biaya yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan setiap prosedur. Di
antara perizinan Memulai Usaha yang
dinilai oleh Bank Dunia adalah pengajuan
izin usaha SIUP dan TDP.

Pada Provinsi DKI Jakarta, pelayanan
penerbitan SIUP dan TDP secara online
sudah dilakukan sejak awal tahun2016 oleh
Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun
berdasarkan hasil penilaian Kemudahan
Berusaha periode tahun 2017 berdasarkan
penilaian yang dilakukan pada 2016,
waktu yang diperlukan untuk mengurus
SIUP dan TDP adalah 7 (tujuh) hari dari
sejak pemohon mengurus izin sampai
dengan surat izin diterima oleh pemohon
(Laporan Bank Dunia “Doing Business
2017, Equal Opportunity for All, Economy
Profile 2017 Indonesia™). Hasil tersebut
masih jauh dari harapan sebagaimana
Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Nomor 42 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pencapaian Kemudahan Berusaha (Ease
of Doing Business) di Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta, dimana Gubernur
menginstruksikan batas waktu penerbitan
SIUP dan TDP diperpendek menjadi 6
(enam) jam dengan cara penerbitan secara
simultan dan online.

Peringkat EODB yang telah dicapai
aitu peringkat ke-91 dari 190 negara
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untuk periode tahun 2017 dan naik
menjadi peringkat ke-72 dari 190 negara
untuk periode tahun 2018 juga masih
belum memenuhi target Presiden RI yang
menginstruksikan  pencapaian EODB
Indonesia di peringkat ke-40.

Mengingat pentingnya pencapaian
peringkat kemudahan berusaha tersebut,
maka mulai bulan Maret 2017 pengurusan
SIUP Kecil dan TDP secara online dan
simultan  diturunkan  kewenangannya
dari tingkat Unit Pelaksana PTSP Kota
Administrasi ke tingkat Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan atas dasar Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun
2017 tentang Peningkatan Pelayanan
Publik Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam
Rangka Pencapaian Target Kemudahan
Berusaha/Ease of Doing Business (EODB)
di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018,
dengan waktu proses 1 (satu) hari kerja.
Namun berdasarkan hasil survei Bank
Dunia yang dimulai pada awal tahun 2017
sampai dengan bulan Juni 2017 ternyata
pelayanan SIUP-TDP di Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan masih memerlukan
waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari
kerja (Laporan Bank Dunia “Doing
Business 2018, Reforming to Create
Jobs, Economy Profile Indonesia”), yang
menempatkan Indonesia pada peringkat
ke-144 dalam aspek Memulai Usaha.
Rendahnya peringkat tersebut dikarenakan
kompleksitas birokrasi perizinan usaha di
Indonesia.

Penelitian ini  bertujuan  untuk
mengetahui  pelaksanaan  pelayanan
SIUP dan TDP dalam pencapaian
kemudahan berusaha di Unit Pelaksana
PTSP  Kecamatan = Wilayah  Kota
Administrasi Jakarta Selatan, hambatan

dalam pelaksanaan pelayanan SIUP dan
TDP, serta upaya yang dilakukan untuk
mengatast hambatan tersebut dalam rangka
mencapai kemudahan berusaha di Provinsi
DKI Jakarta. Peneliti memfokuskan
penelitian pada 10 (sepuluh) Unit
Pelaksana PTSP Kecamatan di Wilayah
Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi
DKI Jakarta, yaitu Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Pasar Minggu, Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan Jagakarsa, Unit
Pelaksana PTSP Kecamatan Cilandak,
Unit  Pelaksana PTSP  Kecamatan
Mampang Prapatan, Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan Pancoran, Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan Setiabudi, Unit
Pelaksana PTSP Kecamatan Tebet, Unit
Pelaksana PTSP Kecamatan Kebayoran
Lama, Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
Kebayoran Baru, dan Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan Pesanggrahan.

Penelitian ~ menggunakan  metode
ASOCA (4bility, Strength, Opportunities,
Culture, dan Agility) dan Tes Litmus untuk
memperoleh langkah-langkah strategis
yang dapat dilaksanakan oleh Unit
Pelaksana PTSP tingkat Kecamatan dalam
meningkatkan  kemudahan pelayanan
perizinan SIUP dan TDP.

TINJAUAN PUSTAKA

Ndraha (2011) menyebutkan
bahwa pemerintah dalam konteks Ilmu
Pemerintahan adalah semua lembaga
yang dianggap mampu (normatif) atau
secara empirik memproses jasa-publik
dan layanan-civil. Pemerintah dianggap
sebagai sebuah warung (toko) dan
pemerintah adalah pelayan yang melayani
pelanggan (pembeli).

Selanjutnya,dalamrangkamemberikan
kemudahan dalam mendapatkan pelayana
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publik dan untuk  menyampaikan Hardiyansyah (2011) berpendapat
produknya kepada masyarakat yang  |bahwa penerapan layanan one stop service
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unit kerja (organisasi penyelenggara  dan efektivitas melalui peminimalan jarak

pelayanan publik) sebagaimana layaknya
warung (toko) sebagai garis depannya.
Menurut Ndraha (2011), sebaiknya unit
kerja pemerintahan yang terendah (yang
langsung melayani masyarakat) jangan
terlalu besar sehingga setiap warga dapat
dicapai secara langsung, dan cepat, dan
jangan juga terlalu kecil supaya pelayanan
efisien, baik di perkotaan maupun di
perdesaan.

Sejalan dengan hal tersebut maka
pada 2014 dibentuk Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, yang kemudian berubah menjadi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang
merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan
perizinan dan non perizinan dimana
proses pengelolaannya mulai dari tahap
permohonan sampai ke tahap terbitnya
dokumen dilakukan secara terpadu dengan
sistem satu pintu (one stop service). Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI
Jakarta memiliki 316 unit pelayanan yang
berlokasi di seluruh kantor pemerintahan
di Provinsi DKI Jakarta dari tingkat
Provinsi sampai dengan Kelurahan,
dengan tujuan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan publik yang cepat, tepat,
mudah, dan terjangkau, serta kemudahan
dalam memperoleh izin usaha.

geografis antarfungsi terkait, dengan
demikian dapat diperpendek waktu yang
diperlukan untuk proses layanan, dan
pengguna jasa layanan juga menjadi lebih
mudah untuk memperoleh layanan.

Lebih lanjut Bank Dunia telah
melakukan penilaian terhadap kemudahan
dalam memperoleh izin usaha tersebut
yang dilaksanakan sejak tahun 2002
terhadap negara-negara di dunia. Laporan
Bank Dunia “Doing Business 2017, Equal
Opportunity for All, Economy Profile 2017
Indonesia” menjelaskan bahwa penilaian
kemudahan berusaha menyoroti seberapa
mudah atau sulitnya bagi pengusaha lokal
untuk membuka dan menjalankan usaha
kecil sampai menengah ketika mematuhi
peraturan yang relevan. Penilaian terhadap
kemudahan memulai usaha di antaranya
dilakukan terhadap pengurusan SIUP
dan TDP di Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi DKI Jakarta.

Peraturan  Menteri  Perdagangan
RI ~ Nomor  36/M-DAG/PER/9/2007
menjelaskan bahwa Surat Izin Usaha
Perdagangan adalah Surat Izin untuk
dapat melaksanakan kegiatan usaha
perdagangan. Kebutuhan untuk
mendapatkan SIUP sebagai izin usaha
merupakan hal yang mutlak bagi pelaku
usaha yang akan memulai bisnisnya,
sehingga dituntut proses penerbitan SIUP
yang memberikan berbagai kemudahan
dalam rangka mempercepat mulainya
aktivitas usaha. Setelah memperoleh SIUP
maka perusahaan wajib mendaftarkan
perusahaannya di Kantor Pendaftaran
Perusahaan, dalam hal ini Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
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KI Jakarta, untuk memperoleh Tandd
Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan hasil penilaian EODB
periode tahun 2017 dan tahun 2018,
pengurusan SIUP dan TDP di Provinsi
DKI Jakarta belum cukup mudah bagi
pelaku usaha yang terindikasi dari
masih lamanya waktu proses penerbitan
izin yaitu 7 (tujuh) hari kerja, sehingga
perlu dianalisis penyebab permasalahan
tersebut dan langkah-langkah strategis
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
kemudahan dalam pelayanan SIUP dan
TDP.

Selanjutnya, untuk menganalisis
permasalahan, mencari solusi serta
membantu dalam pengambilan kebijakan
terkait peningkatan pelayanan penerbitan
SIUP dan TDP pada Unit Pelaksana
PTSP Tingkat Kecamatan, penelitian
menggunakan metode ASOCA (A4bility,
Strength, Opportunities, Culture, dan

mengenai metode analisis ASOCA sebagali
salah satu analisis tata kelola pemerintahan
yang baik yang dilatarbelakangi oleh esensi
utama dalam manajemen pemerintahan,
yaitu untuk mengambil putusan yang
strategis oleh mereka yang memiliki
otoritas pemerintahan maupun organisasi
sosial sebagai pengambil keputusan.
Sinergitas elemen-elemen ASOCA sangat
penting dan dapat dikelompokkan ke
dalam lingkungan strategis internal dan
eksternal yang dapat dibuat dalam bentuk
matriks (tabel 1).

Setelah diperoleh isu-isu strategis
melalui analisis ASOCA, maka penelitian
dilanjutkan dengan menganalisis tingkat
kestrategisan isu-isu tersebut dengan
menggunakan instrumen Tes Litmus
(Bryson, 2016). Manajemen Hannepin
County merancang Tes Litmus berupa
pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab
dengan isu-isu strategis yang terpilih.

Agility). Suradinata (2014) menjelaskan  Jawaban yang diperoleh kemudian
Tabel 1.
Matriks ASOCA
Faktor
Internal | Ability Strengths Agility
Faktor (Kemampuan) (Kekuatan) (Kecerdasan)
Eksternal
(A) (@ (E)
i Menggunakan Menggunakan Menggunakan
(OPIZ: 117 O;tlw;mes kemampuan untuk | | kekuatan untuk kecerdasan untuk
uang memanfaatkan memanfaatkan memanfaatkan
peluang peluang peluang
D
(B) N (F)
. ggunakan
Melihat kemampuan Menggunakan
Culture .| | kekuatan untuk
untuk menghadapi kecerdasan untuk
(Budaya) . tanggap terhadap S
tuntutan lingkungan mensiasati pengaruh
pengaruh perubahan
perubahan budaya budaya perubahan budaya

Sumber: Ermaya Suradinata dalam bukunya “Ana
(2014)

lisis Kepemimpinan — Strategi Pengambilan Keputusan”
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ditetapkan dengan skor rata-rata antara 1
(satu) sampai 3 (tiga), dimana isu yang
AIIVITIIIINTL OANVUL Llllssl Paua oviliua uliiiiviinlg
merupakan isu yang benar-benar strategis
dan isu dengan skor rendah dalam semua
dimensimerupakanisu yang tidak strategis
operasional, dengan pengelompokan skor

sebagai berikut.

Tabel
Tes Litmus untuk I

1. 0,01 1,00 kelompok isu tidak
strategis/operasional

2. 1,00 -2,00 kelompok 1su strategis

3. 2,00
strategis

3,00 kelompok isu sangat

Isu dengan kategori sangat strategis
merupakan isu yang diprioritaskan untuk

2.

su-isu Strategis

Operasional Strategis
No. Pertanyaan
Skor: Skor: 2 Skor: 3
Kapan tantangan atau peluang isu Dua tahun atau lebih
! tersebut ada dihadapan Anda? Sekarang | Tahun Depan dari sekarang
Seberapa luas isu tersebut akan Unit/bagian
2 | berpengaruh kepada organisasi £ Beberapa bagian Seluruh organisasi
tunggal
Anda?
Seberapa banyak resiko 1.<eu2.mgan/ Kecil (kurang dari | Sedang (10-25% Besar (lebih dari 25%
3 | peluang keuangan organisasi N | .
10% anggaran) dari anggaran) anggaran
Anda?
4 Akankah strategi bagi pemecahan
isu akan memerlukan:
a. Pengembangan  sasaran  dan Tidak ) Ya
program pelayanan baru?
b. Perubahan signifikan dalam Tidak ) Ya
keuangan atau anggaran?
c. Perubahan signifikan dalam Tidak ) Ya
ketetapan atau peraturan?
d. Per.la.mbahan atau modifikasi Tidak ) Ya
fasilitas utama?
e. P.engmbahan staf yang Tidak ) Ya
signifikan?
5 Baga.lmana.pendekatan yang Juilas, siap untqk Parametgr luas, agak Terbuka luas
terbaik bagi pemecahan isu? diimplementasikan | terperinci
Tingkat manajemen terendah .
. . | Kepala Unit .
6 manakah yang dapat menetapkan | Pengawas staf lini Kepala Dinas
. . Pelaksana
bagaimana menanggulangi isu?
Konsekuensi apakah yang Kekacauan Kekacauan. pelayanan
. S oo Ada gangguan, pelayanan, jangka panjang dan
7 mungkin terjadi bila isu ini tidak . . . .
. . inefisiens kehilangan sumber | biaya besar/merosotnya
diselesaikan? :
dana penghasilan
Seberapa banyak instansi lainnya
8 dipengaruhi oleh isu ini dan harus | Tidak ada Satu sampai tiga Empat atau lebih
dilibatkan dalam pemecahan?
Bagaimana sensitivitas atau
9 gha}rge(.i 1su it terhafia.p nilai- Lunak Sedang Keras
nilai sosial, politik, religius dan
kultur komunitas?
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dilaksanakan dalam pelayanan SIUP dan
TDP di Unit Pelaksana PTSP Kecamatan

Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan
dalam rangka pencapaian kemudahan
berusaha (Ease of Doing Business).
Adapun daftar pertanyaan Tes Litmus

disajikan pada tabel 2 di muka.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah metode penelitian
kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian, misalnya perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara
holistik, dan dengan cara deskripsi dalam
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode alamiah
(Moleong, 2012).

Metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif digunakan untuk
mencari pemecahan masalah berdasarkan
data lapangan hasil pelaksanaan pelayanan
SIUP dan TDP diUnit Pelaksana PTSP
Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun
2016, yaitu pada saat proses penerbitan
SIUP dan TDP mulai dilakukan secara
simultan dan online, dan data lapangan
pelayanan SIUP dan TDP mulai bulan
Maret2017 yaitu pada saat kewenangan
penerbitan SIUP dan TDP secara simultan
dan online diturunkan ke Unit Pelaksana
PTSP tingkat Kecamatan, sampai dengan
bulan Mei 2017.

Berangkat dari data dasar tersebut yang
dikombinasikan dengan hasil wawancara,
dokumen, aturan dan temuan-temuan
di lapangan, peneliti mencari jawaban
atas masalah pelayanan penerbitan SIUP

dan TDP yang menjadi penghambat
kemudahan berusaha di Provinsi DKI
Jakarta, kemudian menarik simpulan yang
dapat digunakan sebagai bahan masukan
untuk mencapai tujuan penelitian yaitu
peningkatan kemudahan berusaha di
Provinsi DKI Jakarta. Informan yang akan
digunakan dalam penelitian ditentukan
secara teknik purposive sampling dan

snowball sampling.

Teknik purposive sampling digunakan
pada informan petugas PTSP baik di
tingkat Dinas sebagai pembuat kebijakan,
maupun di Unit Pelaksana PTSP Kota
Administrasi dan Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan yang melaksanakan pelayanan
SIUP dan TDP setiap harinya dan
berhadapan langsung dengan pemohon
izin. Sedangkan teknik snowball sampling
digunakan pada informan masyarakat
pemohon izin SIUP dan TDP di tingkat
Kecamatan. Wawancara dengan informan
pemohon izin dilakukan sampai mencapai
titik jenuh dan diperoleh jawaban yang
relatif sama dan tidak banyak perubahan
lagi.

Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan cara
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Dokumen yang digunakan adalah yang
berkaitan dengan pelayanan penerbitan
SIUP dan TDP oleh Dinas Penanaman
Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya peneliti menggunakan
pedoman standar pelayanan sesuai
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik dalam
melakukan wawancara untuk menggali
permasalahan pelayanan perizinan SIUP
dan TDPdi lapangan, meliputi: 1) Dasar
hukum; (2) Persyaratan; (3) Prosedur
pelayanan; (4) Jangka waktu penyelesaian
perizinan; (5) Biaya/tarif pelayanan;

147



Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Bl Vol. 5, No. 2/ Desember 2018: 141 — 161

(6) Sarana dan prasarana pelayanan;
(7) Petugas pelaksana; (8) Evaluasi
]71.1'1&1‘1‘0 Aﬁﬁ MNMONAIIaQgOaN* /0\ V{\{\Y‘A;ﬁﬂﬁi’
l\lllUIJu uaili P\alléﬂVV“Dﬂll, \/} nvvliuliiiasi
penyelenggaraan PTSP dengan insansi
terkait.

Data-data dan informasi  hasil
wawancarayang berhasil dikumpulkan dari
lokasi penelitian di Unit Pelaksana PTSP
Kota Administrasi Jakarta Selatan dan 10
(sepuluh) Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
di wilayah Kota Administrasi Jakarta
Selatan diseleksi dan direduksi sesuai
fokus penelitian, diolah dan dituangkan
dalam bentuk Matriks ASOCA dan
dianalisis dari sudut pandang lingkungan
strategis internal dan eksternal. Dari
matriks diperoleh temuan isu-isu strategis
yang teridentifikasi mendukung maupun
menghambat pelaksanaan pelayanan SIUP
dan TDP dalam pencapaian kemudahan
berusaha di Unit Pelaksana PTSP Tingkat
Kecamatan.

Isu-isu strategis tersebut kemudian
dipilih berdasarkan urutan prioritas,
logis, atau temporal dan ditetapkan
untuk dievaluasi kembali dengan tujuan
memperolehisuyangbenar-benar strategis.
Tingkat kestrategisan isu-isu diukur
dengan menggunakan Tes Litmus (Bryson,
2016). Isu dengan kategori sangat strategis
akan diprioritaskan untuk diterapkan
dalam rangka pelaksanaan pelayanan STUP
dan TDP dalam pencapaian kemudahan
berusaha di Unit Pelaksana PTSP Tingkat
Kecamatan Wilayah Kota Administrasi
Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
merupakan kepanjangan tangan dari Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi
DKI Jakarta yang melayani perizinan

dan non perizinan di tingkat Kecamatan,
berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
NMR1 Tahiin IMNIA tontana Nro

anicact dan
~O 1 railull 4vilv L\Jlltallé U15u1uoaox uall

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada awal  berdirinya  Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI
Jakarta, Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
memiliki ~ kewenangan  menerbitkan
SIUP Kecil, sedangkan kewenangan
menerbitkan TDP berada pada Unit
Pelaksana PTSP Kota Administrasi.
Selanjutnya untuk mendukung pencapaian
kemudahan berusaha, maka mulai awal
Maret 2017 penerbitan SIUP Kecil dan
TDP secara online dan simultan diturunkan
kewenangannya ke Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan dengan waktu proses 1 (satu)
hari kerja berdasarkan Keputusan Kepala
Dinas Penanaman Modal dan PTSP Nomor
23 Tahun 2017. Namun berdasarkan hasil
observasi peneliti di 10 (sepuluh) Unit
Pelaksana PTSP Kecamatan, pelaksanaan
penerbitan SIUP dan TDP secara online
dan simultan ternyata masih memerlukan
waktu sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.

Berangkat dari kenyataan tersebut
peneliti mencoba memotret kondisi
pelayanan di Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan untuk memperoleh gambaran
pelayanan dan tingkat kemudahan
memperoleh izin usahadari segi Dasar
Hukum, Persyaratan, Prosedur Pelayanan,
Jangka waktu penyelesaian perizinan,
Biaya/tarif — pelayanan, Sarana dan
prasarana pelayanan, Petugas pelaksana,
Evaluasi kinerja dan pengawasan, serta
Koordinasi penyelenggaraan PTSP dengan
insansi terkait.

Berdasarkan hasil wawancara dan
observasi lapangan, terdapat beberapa
faktor ~ yang  mendukung  maupun
menghambat pelayanan perizinan SIUP-
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DP di Unit Pelaksana PTSP Kecamatan.

Faktor-faktor yang mendukung antara lain:

a.

Dukungan  peraturan  perundang-
undangan terkait penyelenggaraan
PTSP dan peningkatan pelayanan
dalam rangka pencapaian target
Kemudahan Berusaha, yaitu Instruksi
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor
42 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pencapaian Kemudahan Berusaha
(Ease of Doing Business) di Provinsi
DKI Jakarta, Keputusan Kepala
Dinas PM dan PTSP Nomor 23 Tahun
2017 tentang Peningkatan Pelayanan
Publik Pada Dinas PM dan PTSP
Dalam Rangka Pencapaian Target
Kemudahan Berusaha/Ease of Doing
Business (EODB) di Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2018, serta Keputusan
Kepala Dinas PM dan PTSP Nomor
42 Tahun 2016 tentang Jenis dan
Persyaratan Izin dan Non Izin Setiap
Rumpun Perizinan dan Non Perizinan,
yaitu penerbitan SIUP dan TDP tanpa
biaya (gratis).

Komitmen Gubernur dan jajaran
pimpinan Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta untuk mewujudkan PTSP
sebagai solusi perizinan warga Jakarta.

Lokasi  Unit Pelaksana  PTSP
Kecamatan yang berada di kantor
Kecamatan sehingga mudah dijangkau
oleh masyarakat.

Dilaksanakannya pelayanan perizinan
berdasarkan  Standar  Operasional
Prosedur (SOP).

Masyarakat mulai sadar teknologi dan
memanfaatkan teknologi informasi
untuk mempermudah mendapatkan
pelayanan perizinan.

Secara bertahap dilakukan
optimalisasi pelayanan secara online

untuk mempercepat pelayanan dan
meminimalisir aktivitas calo karena
nemohon danat
PUIIIULIULI UCI-IJUL
melakukan pendaftaran izin/non izin
dari kantor/rumah masing-masing.

r]an aoan mil I’] 0]4
aciigan muGank

Berbagai inovasi pelayanan  yang
mendukung kemudahan pelayanan izin/
non izin, antara lain pelayanan One Day
Service (ODS), antarJemput Izin Bermotor
(AJIB), dan PTSP Goes to Mall.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP
terus melakukan simplifikasi proses
perizinan, dokumen persyaratan,
dan dokumen permohonan untuk
memberikan  kemudahan  kepada
masyarakat.

Adanya kesesuaian antara biaya
perizinan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah dan realisasi di
lapangan, serta tidak ditemukannya
biaya tambahan yang dibebankan
kepada pemohon izin.

Pemasangan CCTV di seluruh Unit
Pelaksana PTSP untuk memonitor
kegiatan pelayanan dan mencegah
terjadinya pungli.

Memiliki sumber daya manusia
yang kompeten di bidang pelayanan
publik, khususnya perizinan dan non
perizinan.

Penyelenggaraan pendidikan
dan pelatihan izin/non izin, serta
pengukuran  kompetensi pegawai
melalui tes kompetensi secara berkala
untuk mengetahui tingkat pemahaman
seluruh pegawai PTSP.

. Perkembangan usaha dan investasi

di  Provinsi DKI Jakarta yang
membutuhkan berbagai perizinan,
sehingga masyarakat harus datang
ke PTSP untuk mengurus izin usaha
tersebut.
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menghambat

Adanya pengawasan internal yang
melekat baik dari atasan ke bawahan
maupun antarpetugas pelayanan, serta
pengawasan dari instansi terkait dan

masyarakat.

Adanya pelaksanaan evaluasi
secara rutin yang dilakukan untuk
meningkatkan  kualitas  pelayanan
perizinan di Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan.

Adapun faktor-faktor yang

pelayanan perizinan

SIUP dan TDP di Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan, sebagai berikut.

a.

Belum sinkronnya aturan terkait STUP
antara Kementerian Perdagangan,
Kementerian Hukum dan HAM, dan
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah.

Pilihan KBLI yang disediakan di
sistem SIUP online belum sepenuhnya
sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
seperti yang tercantum dalam akta
perusahaan.

Terdapat duplikasi dalam persyaratan
SIUP-TDP simultan.

Alur proses pemeriksaan SIUP
dan TDP yang cukup panjang dan
melewati empat lapis petugas yaitu
front office, tim teknis, Kasubbag TU,
Kepala Unit.

Masih  disyaratkannya  pemohon
datang langsung ke loket PTSP
untuk verifikasi akun pendaftaran
dan pengecekan berkas permohonan
secara manual oleh petugas PTSP,
padahal telah menggunakan sistem
perizinan online.

Belum terakomodirnya perizinan
SIUP/TDP Cabang, mutasi SIUP
TDP, dan SIUP/TDP Virtual Office di

sistem perizinan online.

Belum tersedianya sarana komunikasi
dua arah dalam proses perizinan
online, sehingga tidak cukup mudah
bagi pemohon untuk menyampaikan
keluhan atau berkonsultasi saat
melakukan input STUP-TDP.

Belum terintegrasikannya  SOP,
petunjuk pelaksanaan, formulir, surat-
surat pernyataan, aturan KBLI dan
aturan-aturan perdagangan lainnya
dalam satu laman penginputan SIUP-
TDP online.

Belum diterapkannya e-signature
(persetujuan secara elektronik dari

pejabat yang berwenang) dalam
penerbitan ~ SIUP-TDP, sehingga
penandatanganan zin masih

tergantung kehadiran pejabat yang
berwenang menandatangani.

Tidak tersedianya peta zonasi yang
terintegrasi dengan google maps
di sistem SIUP online sehingga
menyulitkan petugas dalam
menentukan zonasi lokasi usaha.

Informasi mengenai zonasi tata ruang
DKI Jakarta sebagaimana terdapat
dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI
Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Rencana Detail Tata Ruang dan
Peraturan Zonasi belum tersampaikan
dengan baik kepada pelaku usaha.

Belum terintegrasinya sistem
perizinan online antara instansi
pusat dan daerah dan antarSKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,
misalnya aplikasi AHU Online
Kementerian Hukum dan HAM
belum terintegrasi dengan SIUP
Online PTSP untuk pengecekan Akta
Perusahaan, aplikasi BPJS belum
terintegrasi dengan SIUP Online
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PTSPuntuk pengecekan keikutsertaan
perusahaan dalam BPJS Kesehatan

dan RPIQ K
ddil DrJo KCC

. Tingginya intensitas permohonan
SIUP-TDP dan perizinan online
lainnya dan keterbatasan jumlah
pegawai yang memproses perizinan.

Belum diterapkannya penempatan
SDM sesuai analisis beban kerja
dan kompetensi, sehingga terdapat
ketidakseimbangan SDM  baik
secara kualitas maupun kuantitas di
masing-masing Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan.

Belum adanya pemisahan antara loket
penyerahan berkas permohonan, loket
pengambilan izin yang telah selesai
diproses, dan loket konsultasi, karena
keterbatasan sarana prasarana dan
jumlah petugas yang melayani.

Model sistem antrian manual tanpa
pembedaan jalur antrian untuk
pelayanan perizinan PTSP dan
pelayanan pertanahan, perkawinan,
serta kependudukan dan catatan
sipil, sehingga pemohon yang akan
mengurus SIUP-TDP harus mengantri
panjang  dikarenakan  banyaknya
pemohon layanan dukcapil dan
pertanahan yang berada dalam antrian
yang sama.

Pengelolaan arsip dokumen izin, non
izin dan administrasi yang belum
berjalan maksimal, sehingga terjadi
penumpukan arsip di masing-masing
Unit Pelaksana PTSP Kecamatan.

Belum cukup tersedianya komputer
dan scanner bagi pemohon yang ingin
melihat syarat perizinan, berkonsultasi
masalah perizinan online, maupun
yang ingin melakukan input izin
online secara langsung di loket PTSP.

data

Belum tersedianya sarana bagi
pengguna layanan  berkebutuhan
khusus seperti kursi roda, jalur

pemandu, dan toilet khusus.

Masih adanya penolakan/keengganan
sebagian masyarakat untuk mengurus
perizinan secara online karena
dianggap menyulitkan.

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh
bahwa Unit Pelaksana PTSP

Kecamatan juga telah melakukan berbagai
upaya untuk meningkatkan kemudahan

pelayanan

SIUP dan TDP kepada

masyarakat/pelaku usaha, di antaranya:

a.

Melaksanakan  pendidikan dan
pelatihan yang diselenggarakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan PTSP
maupun melibatkan SKPD terkait
dan pihak swasta untuk meningkatkan
kemampuan petugas PTSP dalam
memahami perizinan SIUP-TDP serta
keterampilan dalam pelayanan publik.

Menempatkan ~ CRO  (Customer
Relationship Officer) pada loket PTSP
untuk memberikanpelayananlayaknya
Bank, baik dalam penerimaan berkas
permohonan, pengambilan surat izin,
maupun konsultasi.

Mengoptimalkan pelayanan Antarjem-
put Izin Bermotor (AJIB) dan PTSP
Goes to Mall. Bukan hanya mendatan-
gi mall-mall di Jakarta, tapi juga kan-
tor-kantor swasta dan sarana publik
lainnya untuk memberikan kemudahan
kepada masyarakat yang tidak sempat
datang ke loket PTSP di Kecamatan.

Ikut berpartisipasi dalam pelayanan
pengaduan masyarakat yang
diselenggarakan setiap hari Sabtu di
kantor kecamatan agar pengaduan/
konsultasi terkait perizinan dapat
segera ditangani.
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e. Secara bertahap melakukan perbaikan
yang  diperlukan pada  sistem
perizinan online, serta evaluasi
terhadap persyaratan perizinan yang
menyulitkan dan tidak berdampak

hukum.

Selanjutnya  untuk  mendapatkan
langkah-langkah strategis yang dapat
dilakukan untuk meningkatkan kemudahan
pelayanan SIUP-TDP di Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan, peneliti menggunakan
metode analisis ASOCA dengan cara
menggabungkan faktor internal Ability
(Kemampuan),  Strength  (Kekuatan)
dan Agility (Kecerdasan), dengan faktor
eksternal Opportunity (Peluang) dan
Culture (Budaya).

Berdasarkan hasil identifikasi berbagai
faktor internal dan faktor eksternal yang
ada di Unit Pelaksana PTSP Kecamatan,
maka matriks ASOCA dapat dituangkan
dalam tabel 3.

Berdasarkan hasil analisis dengan
metode ASOCA, peneliti memilih dua
belas isu strategis untuk meningkatkan
kemudahan pelayanan SIUP-TDP, sebagai
berikut.

1. Melakukan  sinkronisasi  aturan
terkait SIUP antara Kementerian
Perdagangan, Kementerian Hukum
dan HAM, dan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.

2. Melakukan sinkronisasi Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) yang berlaku untuk pengajuan
SIUP dan TDP di seluruh Indonesia.

3. Penguatan SDM PTSP melalui
pendidikan dan pelatihan sehingga
dapat menguasai perizinan SIUP-TDP
dan kompeten dalam memberikan
pelayanan

Menempatkan petugas khusus untuk
menangani  keluhan,  konsultasi
(langsung maupun melalui media
elektronik), dan membantu pemohon
dalam mengajukan izin secara online.

Kebijaksanaan pengalokasian
anggaran untuk peningkatan kualitas
pelayanan, seperti: pengadaan sarana
pendukung pelayanan (komputer,
scanner, telepon) untuk mendukung
pemohon yang akan berkonsultasi
masalah perizinan maupun yang ingin
melakukan input dan upload dokumen
SIUP-TDP online secara langsung
di loket PTSP, perbaikan sarana
prasarana kantor, peningkatan kualitas
situs web pelayanan PTSP, pengadaan
kendaraan dinas/operasional untuk
pelayananjemputbola, danpenyediaan
sarana khusus bagi pengguna layanan
berkebutuhan khusus.

Optimalisasi pelayanan jemput bola
antarJemput [zin Bermotor (AJIB) dan
PTSP Goes to Mall untuk memberikan
kemudahan kepada masyarakat dan
mengurangi aktivitas percaloan.

Menempatkan SDM PTSP sesuai
beban  kerja dan  kompetensi,
sehingga tidak terdapat ketimpangan
penempatan SDM pada masing-
masing unit pelaksana pelayananbaik
secara kualitas maupun kuantitas.

Memberikan  pelayanan  prioritas
kepadapemohon yang datang langsung
tanpa dikuasakan/menggunakan calo.

Menerapkan antrian online dengan
pemisahan  jalur antrian untuk
penyerahan  berkas  permohonan,
pengambilan izin, dan konsultasi,
sehingga ~mempercepat pemohon
mendapatkan pelayanan
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10. Melakukan penguatan dan inovasi
pada situs web pelayanan perizinan
PTSP, yaitu menambahkan aplikasi
chatting antara pemohon dan petugas,
menambahkan peta zonasi yang
terintegrasi dengan google maps di
sistem SIUP online, menempatkan
SOP, dasar hukum, formulir dan
surat-surat pernyataan dalam satu
laman perizinan SIUP-TDP online,
menghapuskan duplikasi persyaratan
SIUP-TDP yang diajukan secara
simultan, menyederhanakan alur
pemeriksaan SIUP-TDP online dari
tim teknis langsung ke Kepala Unit,
mengembangkan e-signature, serta
pembatasan  jumlah  permohonan
SIUP-TDP yang masuk ke sistem
perizinan online dalam sehari.

11. Menghapuskan prosedur pemohon
datang langsung ke loket PTSP,
baik untuk verifikasi akun perizinan
maupun untuk pengecekan berkas
permohonan secara manual, karena
berkas permohonan sudah diupload
secara online oleh pemohon.

12. Membangun sistem perizinan online
yang terintegrasi antara instansi pusat
dan daerah dan antarSKPD di internal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
dapat memangkas waktu pelayanan
dan memudahkan pelaporan SIUP-
TDP yang telah diterbitkan.

Lebih lanjut untuk mengetahui tingkat
kestrategisan dari kedua belas isu tersebut,
peneliti menggunakan instrument Tes
Litmus (Bryson 2016). Isu dengan kategori
sangat strategis merupakan isu yang
diprioritaskan untuk diterapkan dalam
pelaksanaan pelayanan SIUP dan TDP
dalam pencapaian kemudahan berusaha di

Unit Pelaksana PTSP Tingkat Kecamatan.

Berdasarkan  pengkategorian  isu
dengan Tes Litmus, terdapat tiga isu yang
sangat strategis untuk dilaksanakan, yaitu:
a) kebijaksanaan pengalokasian

anggaran untuk peningkatan kualitas

pelayanan yaitu pengadaan sarana
pendukung pelayanan, perbaikan
sarana prasarana kantor, peningkatan
kualitas  situs  web  pelayanan

PTSP, pengadaan kendaraan dinas

operasional, penyediaan sarana khusus

bagi pengguna layanan berkebutuhan
khusus;

b) menempatkan SDM PTSP sesuai
beban  kerja dan  kompetensi
sehingga tidak terdapat ketimpangan
penempatan SDM pada masing-
masing unit pelaksana pelayanan baik
secara kualitas maupun kuantitas;

c) membangun sistem perizinan online
yang terintegrasi antara instansi pusat
dan daerah dan antarSKPD di internal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk memangkas waktu pelayanan
dan memudahkan pelaporan SIUP-
TDP yang telah diterbitkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan
analisis yang telah dilakukan, disimpulkan
hal-hal sebagai berikut.

1) Pelayanan SIUP-TDP secara simultan
dan online di Unit Pelaksana PTSP
Kecamatan masih membutuhkan
waktu proses sampai dengan 7 (tujuh)
hari kerja.

2) Hal-hal yang membuat pelayanan
SIUP dan TDP belum sepenuhnya
memberikan  kemudahan  kepada
pelaku usaha, antara lain:
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Belum sinkronnya aturan SIUP antara
Kementerian Perdagangan, Kementerian
Hukum dan HAM, dan Kementerian
Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah;
Belum terintegrasinya sistem perizinan
online antara instansi pusat dan daerah
dan antarSKPD Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta;

Belum diterapkannya penempatan
SDM sesuai analisis beban kerja dan
kompetensi;

Belum adanya pemisahan loket
penyerahan berkas permohonan, loket
pengambilan izin yang telah selesai
diproses, dan loket konsultasi;

Belum diterapkannya sistem antrian
online dan masih bercampurnya
jalur antrian pelayanan PTSP dan
pelayanan pertanahan, perkawinan,
serta kependudukan dan catatan sipil;

Belum cukup tersedianya komputer
dan scanner bagi pemohon yang ingin
mengajukan SIUP-TDP secara online
di loket PTSP;

Belum tersedianya
pengguna  layanan
khusus seperti kursi
pemandu, toilet khusus;

Masih  disyaratkannya pemohon
datang langsung ke loket PTSP
untuk verifikasi akun pendaftaran
dan pengecekan berkas permohonan

sarana  bagi
berkebutuhan
roda, jalur

secara  manual, padahal telah
menggunakan  sistem  perizinan
online;

Masih terdapat berbagai kekurangan
pada sistem SIUP online, antara lain:

- tidak terdapat aplikasi chatting
helpdesk yang menghubungkan
pemohon dan petugas;

- tidak terdapat peta zonasi yang
terintegrasi dengan google maps;

3)

- tidak mudah menemukan SOP)
peraturan, formulir dan surat-

qQurat mnaoarnuvataan da
ourat P\Jl ll_y ataall ua.

SIUP online;

- terdapat duplikasi persyaratan
SIUP-TDP simultan;

- masih  panjangnya  tahapan

pemeriksaan SIUP-TDP online;

- belum diterapkannya e-signature
dalam penerbitan SIUP-TDP;

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan
oleh Unit Pelaksana PTSP Kecamatan
untuk mendukung kemudahan
pelayanan SIUP-TDP, yaitu:

a. Melaksanakan pendidikan dan
pelatihan untuk meningkatkan
kemampuan petugas PTSP dalam

memahami  perizinan  SIUP-
TDP serta keterampilan dalam
pelayanan publik.

b. Menempatkan CRO (Customer
Relationship Officer) di loket
PTSP untuk memberikan
pelayanan  layaknya  Bank,
baik dalam penerimaan berkas
permohonan, pengambilan surat
izin, maupun konsultasi.

c. Mengoptimalkan pelayanan
jemput bola ke kantor-kantor
swasta dan sarana publik lainnya,
serta memaksimalkan pelayanan
antarJemput Izin Bermotor (AJIB).

d. Ikut berpartisipasi dalam
pelayanan pengaduan masyarakat
yang diselenggarakan setiap hari
Sabtu di kantor kecamatan.

e. Secara  bertahap  melakukan
perbaikan pada sistem perizinan
online, serta evaluasi terhadap
persyaratan  perizinan  yang
dianggap menyulitkan dan tidak
berdampak hukum.
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Saran

Saran langkah-langkah strategis untuk
meningkatkan ~ kemudahan  pelayanan
perizinan SIUP dan TDP khususnya di Unit
Pelaksana PTSP tingkat Kecamatan, yaitu:

a) Kebijaksanaan pengalokasian ang-
garan untuk pengadaan sarana
pendukung pelayanan seperti kompu-
ter, printer dan scanner, peningkatan
kualitas situs web perizinan online,
pengadaan kendaraan dinas/opera-
sional untuk pelayanan jemput bola,
serta penyediaan sarana bagi pengguna
layanan berkebutuhan khusus;

b) Menempatkan SDM sesuai analisis
beban  kerja dan  kompetensi
sehingga tidak terdapat ketimpangan
penempatan SDM pada masing-
masing Unit Pelaksana PTSP baik
secara kualitas maupun kuantitas;

c) Membangun sistem perizinan online
yang terintegrasi antara instansi
pusat dan daerah dan antarSKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
untuk mempercepat waktu pelayanan
dan memudahkan pelaporan SIUP-
TDP yang telah terbit;

d) Menerapkan sistem antrian online
dengan pemisahan jalur antrian untuk
penyerahan  berkas  permohonan,
pengambilan surat izin, dan konsultasi.

Dengan  dilaksanakannya  hal-hal
tersebut serta dengan menerapkan budaya
kerja profesional petugas Unit Pelaksana
PTSP Kecamatan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, diharapkan dapat
meningkatkan kemudahan pelayanan
perizinan SIUP-TDP bagi masyarakat
pelaku usaha di Provinsi DKI Jakarta, yang
pada akhirnya mendukung peningkatan
peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of
Doing Business) di Indonesia.
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